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BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR: // TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN DANA TRANSFER DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pelaksanaan Dana Transfer Desa;
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 ftentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2828};

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4266);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nemor 244, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);



Menetapkan
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717};

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1970);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
199/PMK.07 /2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana
Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian
Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1884);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611};

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700};

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun
2016 Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DANA
TRANSFER DESA.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Kaur.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
Bupati adalah Bupati Kaur.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga vyang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis,

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) Tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara vyang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan
yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau
sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
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Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat
PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk
melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Desa.

Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.

Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan
administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa
yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas Desa.

Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui
rekening kas Desa.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan
belanja desa.

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan
belanja desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama Satu
Periode Anggaran.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa.

Aplikasi Siskeudes adalah aplikasi yang digunakan dalam penatausahaan
keuangan Desa.

BABII
DANA TRANSFER KEDESA
Bagian Kesatu

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Dana Transfer ke Desa adalah :

a.

meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan
pelayanan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan sesual dengan
bidang tugasnya;

miningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan
berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka menanggulangi kemiskinan,
pegembangan sosial ekonomi masyarakat dan mengurangi kesenjangan
sosial,

meningkatkan kemampuan lembaga dan kelompok kemasyarakatan di desa
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan serta
partisipasi masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki desa;
meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaaan;

meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka
mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial;
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meningkatkan kearmonisan, ketentaraman dan ketertiban masyarakat;
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka
pengembangan kegiatan sosial dan ekomomi sayarakat;

mendorong peningkatan kesuadayaan dan gotong royong masyarakat
menunju kemandirian desa;

Menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup; dan

Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha
Milik Desa (BUMDesj;

BAB III
FPENGALOKASIAN
Bagian Kedua
Dana Desa

Pasal 3

Rincian Dana Desa Kabupaten dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan :

a. alokasi Dasar;

b. alokasi Afirmasi;

c. alokasi Kinerja; dan
d. alokasi Formula.

Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung
sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi
secara merata kepada setiap Desa secara nasional.

Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung
sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara
proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal vang
mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dihitung
sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi
kepada desa dengan kinerja terbaik.

Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (5] adalah
Desa yvang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang
memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan
Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil
pembangunan Desa, dengan bobot :

a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;

b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;

c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.

Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf d dihitung
sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi
berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah
Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot:

a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;

b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;

¢c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan

d. ... 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
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Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.
BAB IV
PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA TRANSFER KE DESA
Bagian Kesatu
Penyaluran Dana Transfer Ke Desa

Pasal 4

Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening
Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD.,
Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari
Bupati.

Pasal 5

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada Tahun anggaran

berjalan dengan ketentuan :

a. tahap I (kesatu) sebesar 40% (dua puluh perseratus) paling cepat bulan
januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni; dan

b. tahap II (kedua) sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat
bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus; dan

c. tahap III (ketiga) sebesar 20% (empat puluh perseratus) paling cepat
bulan Juli.

Penyaluran Dana Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan Penyaluran

Pasal 6

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Transfer ke

Desa Tahap T (kesatu) kepada Tim Kecamatan lalu ke Tim Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur untuk diteruskan ke

Badan Kauangan Daerah Kabupaten Kaur, dengan melampirkan :

a. peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa setiap Desa;

b. peraturan Desa mengenai APBDes;

c. surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa; dan

d. berita Acara verifikasi aplikasi Siskeudes dari Satgas Siskeudes
Kabupaten Kaur berdasarkan hasil rekon dari Satgas Kecamatan
diketahui oleh Kepala Bidang atau Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur.
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(2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II
(kedua) kepada Tim Kecamatan untuk diterbitkan surat pengantar pencairan
Dana Desa kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur dengan
melampirkan :

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun
Anggaran 2019 dari Kepala Desa;

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap 1
menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50%
(lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling
sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

c. herita Acara verifikasi aplikasi Siskeudes dari Satgas Siskeudes
Kabupaten Kaur berdasarkan hasil rekon dari Satgas Kecamatan
diketahui oleh Kepala Bidang atau Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur.

(3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap IlI
(ketiga) kepada Tim Kecamatan untuk diterbitkan Surat Pengantar Pencairan
Dana Desa kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur, dengan
melampirkan :

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai
dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen);

b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa Tahun Anggaran
2019; dan

a. berita Acara verifikasi aplikasi Siskeudes dari Satgas Siskeudes
Kabupaten Kaur berdasarkan hasil rekon dari Satgas Kecamatan
diketahui oleh Kepala Bidang atau Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur.

(4)  Seluruh dokumen berkenaan dengan Penyaluran Keuangan Desa untuk
ditembuskan masing-masing 1 (satu) rangkap ke Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kaur Nomor
112 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Dana Transfer Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor 677) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku



Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkam.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Diundangkan di Bintuhan

pada tanggal 3 Fehrari

SEKRETARIS DAERAH
KABURATEN KAUR,

{

NANDAR NADI

i ¥

2020

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 3 /7’:5,{5/;,@;«;' 2020

q'BUPATI KAUR, 7\
rl

? GUSRE. PAUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2020 NOMOR : #/3



